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Urgensi Netralitas ASN
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K ASUSKketidaknetralan gparatur
sipil negara (ASN) dalam Pemilu
2019 tampaknyamulai terjadi. Sgak
masuk masakampanye Pemilu 2019,
23 September hinggakini, sudsh eda
delapan kasus dugaan pelanggaran
ketidaknetralan ASN di beberapa
kabupaten/kotadi Jateng.

Dari delgpan dugaen pdanggaran
itu, empat di antaranya dinyatakan
sudah terbukti melanggar UU No 5
Tehun 2014 tentang ASN. Kasuslain-
nyamasih dalam prosespenanganan.

Sdain sod kenetrdlan ASN, ada
juga lima kasus dugaan penggunaan
fasilitas pemerintah untuk kegiatan
politik (Suara Merdeka, 12 Novem-
ber 2018).

Daam pemilw/pilkada sebelum-
nya, netralitasASN jugamenjadi titik
rawan yang akan mengancam proses
demokras. Adanya ancaman sanks
administrasi ataupun pidana bagi
ASN belum menjadi momok yang
menakutkan.

Di Jawa Tengah, pada medio
2013-2018, sudah adaenam ASN
yang harus menghadapi
proses peradilan ka-
rena melakukan
pelanggaran pida-
na pemilu. Bela
kangan, hakim pengadilanmemvonis
bersdah. Kasusketideknetrdan ASN
dalam pemilu harudah dihentikan
danterusdicegah.

Sesua dengan UU Pemilu atau-
pun UU ASN, para abdi negaraitu
harus netral. Sebab, mereka adalah
golongan khusus yang memiliki
kewenangan dan kekuasaen tertentu.
Mereka berhak menggunakan fasili-
tas negara, mengelola keuangan ne-
garahinggamengd uarkan kebijakan
yang dampaknyakebanyak orang.

Biasanya, ASN juga memiliki
pasis danjabatan yang mudah diiku-
ti orang lain. ParaASN juga pengay-
ommasyaraka sehinggaharusmem-
berikan pelayanan publik tanpaterpe-
ngaruh dengan hgjatan palitik.

JkaASN diperbolehkan mem-
berikan dukungan secara terbuka
kepada peserta pemilu maka dikha:
watirkan mereka akan menyalahgu-
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nakan kekuasaannya untuk kepen-

tingan partai/kel ompok tertentu.
Undang-UndangNomor 5 Tahun

2014 tentang ASN menyebutkan

salah satu asas penyelenggaraan

kebijakan dan mangemen ASN ada

lah netralitas. Setiap pegawai ASN

tidak boleh berpihak dari segdaben+

tuk pengaruh mana pun dan tidak

memihak kepada kepentingan sigpa

pun. Pegawal ASN harus bebas dari

pengaruh dan intervensi semua

golongandan partal palitik.
Makasudah tepat jikaUU Pemilu

jugamemberikan amanat bahwaASN

harudah netrd ddam hagjatan politik.

Merekatetgpmemiliki hak pilih, tetepi

mereka tidak boleh bergerak untuk

kepentingan politik terten-

tu. Tidak hanya ASN,

tetapi pgjabat negara,

pejabat struktural,

dan peabat fungsond

dalam jabatan ne-

geri, serta kepala

desadilarangmem-

buat keputusan

dan/atau melakukan
tindakanyang meng-
untungkanaaume-
rugikan sdlah s
peserta pemilu
selama masa
kampanye.
Memobilisas Orang

Mereka juga dilarang mengada
kan kegiatan yang mengarah kepada
keberpihakan terhadap pesarta pemi-
lusebelum, sdama, dansesudahmasa
kampanye. Larangan itu meliputi
pertemuan, gjakan, imbauan, seruan
atau pemberian barang kepada
goaraur Sipil negaradalam lingkung-
an unit kerjanya, anggota keluarga,
danmasyarakat.

ParaASN jangan lagi adayang
ikut-ikutan menjadi tim kampa-
nye/pelaksanakampanye baik secara
terbuka maupun sembunyi-sembu-
nyi. ParaASN jangan melakukantin-

dakan ataupun memobilisas orang
lain untuk ikut-ikutan memberikan
dukungan ke sdah satu pesartapemi-
lu. ASN jugajangan sampai menge-
nakan atribut yang identik dengan
pesertapemilu: baik nomor urut, logo,
tagline hingga gambar calon presi-
denfwakil presidentertentu.

ASN juga harus hati-hati dalam
menggunakan media sosid. Saat ini
publikes kampanye di media sosa
sangat marak. ASN jangan sampai
ikut-ikutan melakukan sdfie dengan
peserta pemilu. Jangan memberikan
komentar yang mengarah pada du-
kungandanataumengungkapkanketi-
deksukaen kepadapesertapemilulan.
Bahkan, ASN juga dilarang mem-
berikan klik emotion/animas maupun
likegtatuspesertapemilutertentu.

Perlu dicatat bahwa pdanggaran

disiplin ataupun ketidaknetralan
ASN bukanlah ddlik aduan. Jkaada
ASN yang tetap nekad melakukan
pelanggaran ketidaknetraan maka
merekaterancam sankd UU ASN
dan UU Pemilu. Sesua dengan

UU ASN, ada Komis ASN yang
tugasnyamenjaganetrditaspega
wai ASN hinggamengeuarkan
rekomendas sanks jika ada
ASN yangmdanggar auran.
Adapun untuk proses
pidananya setigp ASN yang terlibat
sebagal pdaksanaltim kampanyedipi-
danapenjaramaksma satu tahun dan
dendameksmd Rp 12juta Pasd lain
menyebuit setigp pejebat negerayang
dengan senggja membuat keputusan
dan/atau melakukan tindakan yang
menguntungkan atau merugikan saah
satu pesarta pemilu ddlam masakam-
panye, dipidanapenjaramaksmd tiga
tehun dan dendamaksmd Rp 36juta
Jangan adalagi ASN yang diberi
sanks maupundiprossshukumkarena
tidak netrd ddam Pemilu2019.(34)
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